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ABSTRAK:

CATATAN:

Sebagian urusan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran,
ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kabupaten Kutai
Kartanegara  perlu  dilakukan  penataan  penyelenggaraan  transportasi.
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan, namun sejalan dengan perkembangan pembangunan, dinamika kebutuhan
masyarakat, dan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru di bidang
perhubungan, maka peraturan daerah di bidang perhubungan perlu disesuaikan

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38
Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008;
UU No.14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2009; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun
2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU
No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9
Tahun 2015; PP No.43 Tahun 1993; PP No.43 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP
No.50 Tahun 2007; PP No.56 Tahun 2009; PP No.72 Tahun 2009; PP No.8 Tahun
2011; PP No.32 Tahun 2011; PP No.51 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2012; PP No.80
Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2014; Perda Provinsi Kalimantan Timur No.13 Tahun
2012.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum penyelenggaraan
transportasi; asas, maksud, dan tujuan; ruang lingkup penyelenggaraan transportasi
meliputi perhubungan darat dan perhubungan udara; penyelenggaraan perhubungan
darat; penyelenggaraan perhubungan udara; perkeretaapian; keterpaduan antar moda
transportasi; peran serta masyarakat; sanksi administrasi; penyidikan; sanksi pidana;

ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.
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